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Kata Pengantar

Komitmen kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kemiskinan adalah dengan 
membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2010. 
TNP2K dibentuk berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 96 
Tahun 2015. 

TNP2K yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, merupakan kelembagaan koordinasi lintas 
sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan dan memperkuat 
berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di kementerian dan lembaga 
pemerintah, agar lebih cepat mengentaskan kemiskinan. 

Buku ini menyajikan berbagai program kemitraan yang sudah dilaksanakan oleh TNP2K dalam 
menjalankan model kerja sama pemerintah dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan. 
Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta atau Public Private Partnership (PPP) dilatarbelakangi oleh 
kesadaran pemerintah akan keterbatasannya dalam menyediakan pelayanan publik dan mengatasi 
masalah sosial. 

Selain itu, dengan adanya konsep good governance diharapkan peran serta aktor masyarakat dan 
swasta semakin maksimal dalam membantu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 
dan dengan adanya PPP ini diharapkan “shifting government role to be facilitator or enabler” (BAPPENAS, 
2011).

Untuk membangun prakarsa yang mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam 
menanggulangi kemiskinan, TNP2K menginisiasi Kerangka Kerja Bersama untuk Penanggulangan 
Kemiskinan.  Tujuan kerangka kerja bersama ini adalah untuk memastikan upaya bersama yang 
tepat sasaran, berdampak, membentuk visi bersama dan akuntabel. Untuk itu, prakarsa ini perlu 
melibatkan dukungan semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat.

TNP2K berharap buku ini dapat memberikan panduan bagi siapa pun yang ingin mereplikasi 
program kemitraan di Indonesia.

Dr. Bambang Widianto
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K 
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1.1. Latar Belakang 
Pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri mencurahkan perhatian yang besar terhadap 
kemiskinan. Para peneliti dan ekonom sepakat bahwa kemiskinan adalah masalah yang harus 
dianggap serius dan perlu ditangani secara serius pula serta berkelanjutan, sehingga tidak 
menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang buruk bagi negara. Pada saat menjabat sebagai 
Kepala Ekonom Bank Dunia pada 1997-2000, peraih Nobel Ekonomi, Joseph E. Stiglitz, mengatakan, 
hasil survei terhadap 60 ribu masyarakat miskin di 60 negara menunjukkan bahwa penduduk miskin 
mengalami tekanan bukan saja karena kurangnya pendapatan, melainkan juga karena perasaan 
tidak aman dan tidak berdaya. Masyarakat miskin yang tidak punya pekerjaan bahkan merasa 
terisisihkan dari lingkungannya. Karena itu, menurut Stiglitz, pemerintah harus menerapkan 
kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara sekaligus memastikan pertumbuhan 
tersebut merata, sehingga dapat mengubah kehidupan masyarakat miskin (Stiglitz, 2002 dan 2006).

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kemiskinan adalah dengan membentuk 
TimNasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2010. TNP2K dibentuk 
berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. TNP2K 
yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, merupakan lembaga koordinasi lintas sektor dan 
lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan dan memperkuat berbagai 
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di kementerian dan lembaga pemerintah, agar 
lebih cepat mengentaskan kemiskinan. 

Untuk itu, TNP2K merancang kebijakan bantuan sosial, jaminan sosial, hingga peningkatan 
kemampuan ekonomi dan pendapatan. Dalam menjalankan tugasnya, TNP2K melakukan empat 
pendekatan. Pertama, perbaikan ketepatan sasaran dengan menggunakan data rumah tangga 
miskin dan tidak mampu yang berisi informasi kunci mengenai kondisi sosial ekonominya. Kedua, 
penguatan program penanggulangan kemiskinan melalui reformasi desain program dan kebijakan. 
Ketiga, pemantauan dan evaluasi dampak terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan. 
Dan keempat, dukungan terhadap kementerian teknis dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan.

Namun, dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah 
membutuhkan dukungan sektor swasta, akademisi, lembaga nonpemerintah, masyarakat luas, 
hingga dunia internasional. Karena itu, pemerintah juga harus menjadi katalisator dan fasilitator 
kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya. Dengan demikian, perlu ada perubahan 
pola pikir pengambil kebijakan dari yang tadinya birokratis menjadi lebih fleksibel dan dinamis. 

Untuk membangun prakarsa yang mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam 
menanggulangi kemiskinan, TNP2K menginisiasi Kerangka Kerja Bersama untuk Penanggulangan 
Kemiskinan.1 Tujuannya, agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, berdampak, 
membentuk visi bersama, dan akuntabel. Prakarsa ini perlu melibatkan dukungan semua pihak, 
termasuk dunia usaha dan masyarakat. 

1 Situs TNP2K (www.tnp2k.go.id), “Partnership Between TNP2K and Sinarmas for Stunting Prevention Programs”, 10 Juli 2018.

Bab 1: 
Pendahuluan

http://www.tnp2k.go.id


12

Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Dalam menciptakan kerangka kerja yang melibatkan banyak pihak, diperlukan pendekatan inovatif 
yang harus dibuktikan keberhasilannya melalui uji coba berdasarkan pada fakta di lapangan 
(evidence-based model). Skema kemitraan pemerintah dan badan usaha atau public-private 
partnership (PPP) yang kerap dipakai dalam pembangunan, sejatinya sama dengan kemitraan 
multpihak dalam pengentasan kemiskinan yang mengedepankan persamaan pemikiran, visi, misi, 
tujuan, dan rencana aksi. Tujuan akhirnya adalah kesamaan tersebut terus terpelihara dan kerja 
sama terus terjalin.

1.2. Tentang Buku Ini
Buku ini menyajikan berbagai program kemitraan yang sudah dilaksanakan oleh TNP2K untuk 
memberikan contoh kerja sama pemerintah dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan. Agar 
diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kemitraan dan proses tata kelolanya, Bab 2 
buku ini menyajikan konsep kemitraan multipihak yang relevan. Konsep kemitraan diadopsi dari 
berbagai materi pelatihan dan pembelajaran yang telah diterapkan di seluruh dunia oleh sejumlah 
lembaga, yang selama dua dasawarsa terakhir mengkaji, melakukan riset, membangun kapasitas, 
mengelola kemitraan, serta memberikan pendampingan yang profesional. 

Bab 3 mengulas model kemitraan pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat dengan 
pendekatan yang menciptakan nilai manfaat bersama (shared value). Ada tiga model kerja sama yang 
diperkenalkan oleh TNP2K dan masing-masing dilengkapi dengan contoh yang telah diujicobakan. 
Salah satu model kemitraan itu diterapkan dalam program listrik tenaga surya di Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Program yang dimulai pada Juli 2016 tersebut menyediakan 
bantuan listrik tenaga surga bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu berdasarkan basis 
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) TNP2K. Dalam Program Percepatan 
Penanggulangan Stunting, TNP2K berperan sebagai fasilitator dan pendamping kemitraan. Hingga 
saat ini, program yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden tersebut masih 
berjalan.

Bab 4 menyajikan pembelajaran dan praktik baik dari program penyediaan listrik desa dan 
penanggulangan stunting atau kekerdilan berdasarkan tinjauan lapangan dan rangkaian wawancara 
dengan para mitra. Observasi lapangan bertujuan untuk mendapatkan gambaran dinamika para 
mitra. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi terhadap sejumlah parameter 
kunci keberhasilan suatu kemitraan. Pengukuran tidak dimaksudkan sebagai audit lapangan, 
namun hasilnya dapat memberikan gambaran keterlibatan mitra dalam perjalanan kemitraan serta 
persepsi mereka terhadap efektivitas dan efisiensi program. Berbagai praktik baik yang ditemukan 
dalam perjalanan kemitraan diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam 
kemitraan di mana pun. 

Bagian terakhir,  Bab 5, menyajikan sejumlah faktor penting dalam pengembangan kemitraan 
pemerintah dan dunia usaha, lembaga nirlaba, serta masyarakat. Bab ini khusus merangkum 
perangkat yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang perlu membangun, menjalani, dan 
memastikan keberhasilan kemitraan yang berkelanjutan.

TNP2K berharap buku ini dapat memberikan panduan bagi siapa pun yang ingin mereplikasi 
program kemitraan di Indonesia.



13

Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan



14

Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan



15

Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai bentuk kerja sama yang melibatkan banyak pihak telah dijalin dalam forum global maupun 
lokal. Kerja sama tersebut dibentuk berdasarkan tujuan, kapasitas, dan konteks kegiatan, dengan 
cara saling memanfaatkan kualitas dan kompetensi para mitra.2

Demikian halnya dengan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. 
Kerja sama yang melibatkan banyak pihak dapat menghasilkan inovasi dalam menghadapi berbagai 
tantangan pembangunan, termasuk dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan, seperti 
asistensi teknis, sumber daya manusia, sumber pengetahuan, maupun keuangan. 

Selain istilah “partnership” (kemitraan), di berbagai belahan dunia juga dikenal istilah-istilah lain, 
seperti consortia (konsorsium), alliance (aliansi), dan forum/platform/network multipihak. Meski 
tidak menggunakan istilah kemitraan, namun maksud, karakteristik, dan cara kerjanya mirip 
dengan proses yang diterapkan pada “partnership”.3

Beberapa pertanyaan mendasar yang terungkap pada forum dan pelatihan yang terkait dengan 
kemitraan adalah:4

•	 Apa makna “kemitraan” yang sebenarnya?

•	 Mengapa “kemitraan” penting namun tidak mudah dilaksanakan? 

•	 Pada situasi apa dan kapan “kemitraan” perlu atau tepat untuk dilaksanakan?

•	 Siapa saja yang dapat terlibat dan mengelola “kemitraan”? 

•	 Bagaimana cara mengelola “kemitraan” yang efektif?

Pertanyaan di atas harus dipahami dengan baik oleh para mitra yang terlibat langsung dan 
pemangku kepentingan kemitraan yang sedang berjalan. Dengan memahami secara lebih baik 
“kemitraan”, maka nilai dan kontribusi setiap sektor yang terlibat akan menghasilkan komunitas 
sosial yang terintegrasi dan stabil karena setiap pihak sudah dipenuhi pencapaian sesuai kemitraan 
yang sudah dicanangkan di depan.

2 Ros Tennyson, The Partnering Tool Book, (International Business Leaders Forum dan Global Alliance for Improved Nutrition, 2003
3 July Mundy dan Ros Tennyson, Brokering Better Partnership, (The Partnership Brokers Association, 2017).
4 Yanti Triwadiantini, Pelatihan Pengelolaan Kemitraan untuk Pembangunan, (IBL, 2010-2018).

Bab 2: 
Definisi dan Proses dalam 
Membangun Kemitraan 
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2.1. Makna Kemitraan
Secara umum, kemitraan dipahami sebagai hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang 
bersepakat untuk mengerjakan suatu prakarsa dalam suatu kurun waktu tertentu. Manfaat kerja 
sama ini akan dinikmati bersama. Risiko yang timbul pun akan ditanggung bersama-sama. Sebuah 
kemitraan yang kuat akan melibatkan tiga elemen utama, yaitu: 

(i)  Prakarsa dilahirkan dari ide yang diciptakan bersama; 

(ii) Semua pihak yang terlibat dalam prakarsa tersebut memberikan kontribusi atau peran   
        yang berimbang; dan 

(iii) Jika terjadi hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan, semua pihak yang terlibat  
          akan turut bersama-sama menanggung kerugian, baik moril maupun materiel.

Hal yang harus diantisipasi oleh para pihak yang bergabung dalam suatu kemitraan meliputi:

•	 Reputasi lembaga/perusahaan yang tergabung dalam kemitraan dapat tercemar bila kemitraan 
yang direncanakan gagal.

•	 Kehilangan otonomi lembaga karena bekerja sama dengan pihak lain dalam kemitraan.
•	 Konflik kepentingan yang dapat menimbulkan ketegangan pada saat gagal mencapai 

kompromi.
•	 Kekurangan sumber daya, khususnya bagi mitra yang menjadi garda terdepan dalam kemitraan 

dan bergantung pada asupan dana.
•	 Kebergantungan penerima manfaat yang gagal menciptakan kemandirian.

Dalam buku panduan kemitraan yang ditulis oleh Ros Tennyson,5 prakarsa kemitraan dianggap 
berhasil jika mengikuti pola atau siklus seperti di bawah ini:

5  Ros Tennyson, The Partnering Tool Book, (The International Business Leaders Forum dan Global Alliance for Improved Nutrition, 2003).

•	 Berbagi pengalaman
•	 Perluasan atau replikasi
•	 Selesai/berlanjut

•	 Mengukur hasil
•	 Mengulas efisiensi dan 

nilai kemitraan
•	 Kaji ulang dan perbaikan

•	 Tata kelola dan Struktur
•	 Pendalaman hubungan
•	 Pelaksanaan kegiatan

•	 Kajian masalah
•	 Memilih mitra
•	 Pengenalan mitra
•	 Rencana aksi

PEMBENTUKAN

PENGELOLAANPENILAIAN DAN
PERBAIKAN

KEBERLANJUTAN

1

23

4

Gambar 2.1. Siklus Proses Kemitraan
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2.1.1. Fase Pembentukan Kemitraan

Fase pembentukan kemitraan adalah masa prakarsa lahir hingga terjalin kesepakatan untuk 
melaksanakan kegiatan bersama para mitra. Dalam fase ini, ada tahapan yang berkaitan dengan 
data dan masalah yang akan ditangani, yang harus ditempuh. Tahapan ini mencakup pemetaan 
masalah, kebutuhan, dan solusi yang tepat guna. Tahapan ini merupakan kunci keberhasilan dari 
hampir semua program pembangunan. 

Pemilihan Mitra

Setelah prakarsa kemitraan terbentuk, tahap selanjutnya adalah menemukan dan mengenali pihak 
yang tepat untuk diajak bekerja sama, yang kemudian disebut sebagai mitra. Tahap pemilihan 
mitra ini didasari pada pemetaan objektif terhadap kapasitas, kualitas, integritas, dan komitmen 
yang dimiliki pihak yang diharapkan menjadi mitra. Pemilihan mitra berdasarkan subjektivitas dan 
hubungan khusus atau perkenalan harus dihindari.

Mitra adalah pihak, baik lembaga maupun kelompok, yang memiliki andil atau peran yang 
diharapkan memberikan kontribusi terhadap suatu prakarsa kemitraan.

Untuk menemukan mitra yang tetap, sangat penting untuk:

•	 Mengidentifikasi tipe organisasi/lembaga/badan yang dapat memberikan nilai tambah 
terhadap suatu kegiatan.

•	 Menjajaki berbagai pilihan lembaga/organisasi/perusahaan yang tersedia sebelum 
memutuskan untuk mengundang mereka sebagai mitra.

•	 Menjelaskan keterlibatan aktif setiap mitra pada tahap awal untuk mengendalikan ekspektasi 
atas kenyataan yang mungkin kelak didapat.

Pada dasarnya, mitra yang dipilih adalah yang pihak yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang 
tepat untuk mengambil peran sebagai mitra dari waktu ke waktu.

Sebelum kesepakatan dikukuhkan dalam suatu nota kesepahaman (memorandum of understanding), 
rencana aksi harus sudah dibuat secara terperinci dan terang agar tidak menimbulkan kerancuan 
atau ketidakjelasan di kemudian hari. TNP2K pernah menerbitkan buku panduan tentang preseden 
hukum kerja sama yang melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 
responsibility (CSR) dan lembaga nonpemerintah untuk pemberdayaan masyarakat.6

2.1.2. Fase Implementasi

Fase implementasi adalah masa pelaksanaan kegiatan hingga menghasilkan keluaran (output) 
dan dampak (outcome) yang direncanakan bersama. Fase ini mencakup sejumlah proses penting 
yang harus berlandaskan pada tata kelola dan struktur kerja sama yang jelas. Pada tahapan ini 
terbentuk perjanjian kerja sama yang lebih spesifik mengenai peran setiap mitra. Perjanjian kerja 
sama tersebut bisa bersifat transaksional (subkontrak) atau kolaborasi murni (saling berkontribusi) 
satu sama lain. 

Sebagai upaya memahami mitra, anggota staf lembaga/perusahaan/institusi yang terkait akan 
menjalani masa pendalaman hubungan kerja berdasarkan pengalaman yang dijalani bersama. 
Umumnya, konsentrasi mitra tertuju pada pencapaian hasil kerja, baik keluaran maupun dampak, 
sesuai dengan indikator capaian yang disepakati bersama.

6 Robyn Jean Phillips, Kemitraan CSR yang Efektif bagi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Masyarakat di Indonesia, (TNP2K, 2015).
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2.1.3. Fase Penilaian dan Perbaikan

Fase penilaian dan perbaikan merupakan masa untuk mengukur apakah tujuan kemitraan telah 
tercapai dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki.

Fase ini umumnya melibatkan evaluasi pengelolaan program berdasarkan rencana awal dan 
indikator yang bersifat fisik (seperti jumlah peserta dan produk atau capaian) dan dampak pada 
target binaan. Seyogiyanya para mitra juga memberikan perhatian yang cukup untuk mengukur 
tingkat keberhasilan dari proses kemitraan yang dijalani. 

2.1.4. Fase Keberlanjutan

Dalam fase ini, kemitraan telah mencapai tahap matang hubungan antarmitra dan membuahkan 
hasil. Kemitraan sudah siap berbagi keberhasilan dan mereplikasi program, serta menyiapkan 
langkah keberlanjutan atau memutuskan berhenti bila tujuan telah tercapai.

Keberlanjutan prakarsa dimaknai sebagai kesinambungan semangat dan usaha untuk mencapai 
tujuan akhir, yaitu solusi atas masalah pada awal niat kemitraan timbul. Karena itu, fase 
keberlanjutan mencakup tahap berbagi pengalaman dan cara yang dapat ditiru oleh pihak lain yang 
memiliki tujuan serupa dalam pembangunan. 

Prinsip keberlanjutan dalam pembangunan adalah memastikan berlanjutnya misi dan tujuan 
program pembangunan dalam masa yang panjang, meskipun para pihak yang memprakarsai 
sudah tidak lagi terlibat. Para pihak perlu memikirkan sejak awal strategi masing-masing dalam 
kemitraan yang dibangun. Pilihannya adalah terus-menerus terlibat atau berhenti pada waktu yang 
ditentukan. 

Ada beberapa skenario keberlanjutan yang mungkin terjadi,7 yaitu: 

a) Pergantian Kepemimpinan 

 Dalam setiap prakarsa yang melibatkan kemitraan banyak pihak, kadang terjadi pergantian  
 kepemimpinan, baik yang terjadi di lembaga masing-masing maupun dalam dalam kemitraan.   
 Kedua kondisi tersebut melibatkan proses penyerahan kemitraan dari “pendiri” kepada  
 “penerus”. Individu yang mewakili lembaga mitra dapat meninggalkan kemitraan (karena alasan  
 tertentu). Rencana pergantian perwakilan dari mitra penting dibuat untuk: 

 (i) memastikan kemitraan berlanjut setelah individu yang sebelumnya berpengaruh pergi; 

 (ii) memudahkan penggantinya untuk menyesuaikan diri dengan cepat; dan 

 (iii) membangun keterlibatan aktif orang-orang yang bergabung belakangan, meski gaya bekerja  
  mereka berbeda dengan pendahulunya. 

b) Perubahan Peran Organisasi Mitra

 Salah satu atau beberapa organisasi mitra merasa perlu mengubah perannya dalam  
 kemitraan. Misalnya, karena berkurangnya dana yang sudah dialokasikan atau  
 perubahan prioritas kerja. Bisa juga, ada mitra yang mengundurkan diri dari kemitraan  
 karena merasa tugasnya sudah selesai atau dinamika kemitraan tidak lagi sejalan  
 dengan visi dan misi organisasinya.

7  Skenario ini dirangkum dari banyak contoh global dan lokal yang dialami penulis dan rekan-rekan sejawatnya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu  
 karena berbagai alasan.
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Hal lain yang mungkin terjadi adalah para mitra melihat salah satu lembaga/badan/
entitas memiliki kemampuan untuk meneruskan program tersebut secara berkelanjutan. 
Karenanya, para mitra kemudian menyerahkan hasil kerja sekaligus aset kemitraan 
kepada lembaga tersebut. Individu-individu dari kemitraan awal dapat diminta duduk 
sebagai penasihat atau dewan pembina, meskipun tidak lagi atas nama lembaganya.

c) Pembentukan Lembaga Resmi

 Para mitra memutuskan untuk mendirikan institusi baru antarsektor yang mengambil  
 alih seluruh manajemen dan hasil yang sudah diinisiasi dalam prakarsa awal. Individu- 
 individu dari kemitraan awal bisa saja menjadi penasihat atau pembina, setidaknya  
 dalam masa peralihan.

d) Kemitraan Berakhir

 Kemitraan bisa berakhir karena memang dirancang untuk jangka waktu tertentu yang  
 disepakati bersama atau merupakan periode uji coba bersama, sehingga berakhirnya  
 kemitraan adalah tanda tercapainya tujuan, bukan kegagalan. Alasan lainnya, para  
 mitra merasa kurang nyaman dan mengundurkan diri akibat salah satu mitra terlalu  
 dominan dan tidak mempertimbangkan pihak lain dalam kemitraan tersebut.

Berbagai tantangan di atas melahirkan prinsip kemitraan yang dirumuskan oleh para praktisi 
dan pakar kemitraan, dan tertulis dalam buku-buku panduan yang dirujuk dalam bab ini. Prinsip 
tersebut meliputi:

Menghargai keragaman untuk mengatasi kekhawatiran akan perbedaan yang terjadi di 
antara para mitra.

•	 Mengusahakan kesetaraan untuk mencegah ketimpangan partisipasi dalam kemitraan. Hal ini 
berlaku dalam menyatakan pendapat atau dalam negosiasi dan terkait dengan kontribusi dan 
citra masing-masing mitra di depan publik

•	 Bersikap transparan, yaitu mengutamakan keterbukaan dan kejujuran mengenai kepentingan 
dan harapan dalam bekerja sama.

•	 Menciptakan manfaat bersama untuk menghindari persaingan di antara para mitra.
•	 Membangun keberanian untuk mengatasi ketidakpastian pada saat membangun kemitraan. 

2.2. Mengapa, di Mana, dan Kapan Kemitraan Diterapkan dalam  
Konteks Pembangunan?
Kemitraan dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tidak ada satu pun pihak yang dapat 
melakukan semua tugas sendirian dengan risiko yang sulit ditanggung oleh satu pihak saja. 
Karenanya, kemitraan sesungguhnya didorong oleh kebutuhan program kemitraan dalam mencapai 
tujuan akhirnya.

Kebutuhan tersebut meliputi:8

•	 Dukungan finansial dan nonfinansial (keahlian, keterampilan, jejaring, teknologi).
•	 Jangkauan geografis jika program harus dilaksanakan di wilayah yang letaknya berjauhan.
•	 Dukungan legitimasi berupa peraturan pemerintah atau rekomendasi verbal/tertulis.
•	 Dukungan moril dan tenaga karyawan dan masyarakat yang terdampak.
•	 Bantuan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas.

8 Dirangkum dari diskusi peserta pelatihan tentang kemitraan yang diadakan oleh Yanti Triwadiantini. IBL (2012-2017).
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Kemitraan merupakan jawaban untuk mencapai jangkauan, skala, dan dampak yang lebih luas. 
Kemitraan bisa dilakukan di level global, regional, nasional, atau subnasional, bahkan di level 
desa. Kemitraan dapat diterapkan kapan saja pada berbagai kasus dan kesempatan, saat para 
pihak merasa bahwa manfaatnya akan lebih maksimal dibandingkan dengan saat tugas atau misi 
dikerjakan sendirian. 

Seiring berkembangnya zaman, perusahaan makin menyadari pentingnya keberlanjutan bisnis 
dalam jangka panjang. Untuk itu, bisnis perlu merangkul semua pemangku kepentingan. Pendekatan 
ini disebut “bisnis inklusif”, yang merasuk dalam strategi bisnis, prosedur operasional, dan produksi 
perusahaan. Keberlanjutan bisnis meliputi aspek-aspek yang terkandung dalam panduan ISO 
26000,9 yang terdiri dari tujuh elemen mengenai tanggung jawab dan etika semua pihak (bukan 
hanya perusahaan) dalam menjalankan kegiatannya.

Dengan bergabung dalam suatu kemitraan multipihak, dunia usaha dapat memperoleh manfaat, 
seperti:

•	 Peluang mengembangkan produk, perluasan pasar, dan kegiatan usaha yang berkelanjutan.
•	 Penyaluran bantuan untuk masyarakat secara transparan melalui skema pengelolaan program 

dan dana bersama yang didasari atas kepercayaan bersama para mitra.
•	 Akurasi dan ketepatan sasaran untuk akuntabilitas perusahaan.
•	 Akses terhadap informasi pelaksanaan dan keberhasilan program.
•	 Kepastian keberlanjutan program untuk memberikan dampak jangka panjang.

2.3.  Kerangka Kerja Bersama TNP2K
Kerangka kerja bersama (KKB) adalah model kemitraan yang diterapkan oleh TNP2K untuk 
penanggulangan kemiskinan. Model ini menggunakan pendekatan manfaat bersama yang juga 
diterapkan di berbagai program CSR oleh perusahaan.10  

“Menciptakan manfaat bersama adalah strategi manajemen ketika perusahaan menemukan peluang 
usaha dalam sejumlah masalah yang dihadapi, misalnya, dalam bidang sosial. Ini adalah cara baru 
bagi perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi.” 11 

Sektor swasta diikutsertakan untuk menerapkan konsep penciptaan manfaat bersama, sehingga 
perusahaan-perusahaan tersebut memahami pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan 
sasaran program dalam rancangan strategi CSR. Dalam model KKB, sektor swasta bekerja sama 
dengan pemerintah daerah dan mitra lainnya yang terlibat dari awal untuk menentukan sasaran 
program.12

Dalam kerja sama tiga pihak tersebut, penerima manfaat menjadi target bersama. Pengelolaan 
proyek dan dana sangat penting untuk diawasi demi akuntabilitas bersama. Adapun proses yang 
dilakukan bersama meliputi penentuan kebutuhan, rencana aksi, kebutuhan pendanaan, dan 
pelaksanaan.

9 ISO 26000 telah diadopsi sebagai SNI (Standar Nasional Indonesia) tentang tanggung jawab sosial. 
10 Contoh dari model shared-value adalah kemitraan antara Unilever dan petani kedelai hitam sebagai pemasok bahan baku kecap Bango. Kemitraan  
 yang relevan dengan pengurangan kemiskinan tersebut melibatkan juga pemerintah daerah, beberapa lembaga nirlaba sebagai mitra pelaksana, dan  
 Universitas Gajah Mada sebagai penemu varietas unggul kedelai hitam Malika. Contoh lainnya, kemitraan enam perusahaan multinasional yang  
 produknya dibungkus kemasan plastik, yakni Coca Cola, Danone, Indofood, Nestle, Tetrapak, dan Unilever. Kemitraan ini bermula dari sebuah forum  
 bertukar pengalaman untuk mencari solusi pengurangan sampah plastik, dan saat ini telah dikukuhkan sebagai lembaga nirlaba bernama Praise.
11 Michael E. Porter dan Mark Cramer, (Harvard Business Review, 2006).
12 Pendekatan ini berbeda dengan pemahaman tentang penggalangan bantuan CSR sebelumnya, yang sering kali disalahartikan sebagai donasi atau sum 
 bangan dana semata. CSR sesungguhnya strategi bisnis untuk meraih pencapaian ekonomi (profit), yang harus diimbangi dengan penciptaan  
 kesejahter \aan masyarakat (people) dan perlindungan lingkungan hidup (planet).
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Skema yang dianut TNP2K adalah menyelaraskan nilai kebersamaan dan nilai ekonomi antara 
kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hubungan yang terbangun diharapkan 
bersifat kolaboratif, dengan asas saling membantu, saling berkontribusi, saling mendapat manfaat 
satu sama lain, dan sudah memahami risikonya. Meskipun demikian, kadang diperlukan adanya 
hubungan yang tersifat transaksional antara satu mitra dan mitra lainnya, yang biasanya terkait 
dengan alokasi dana untuk tugas-tugas tertentu yang memiliki target capaian secara spesifik dan 
terukur.

Merujuk pada empat fase dalam siklus kemitraan dalam Gambar 2.1, TNP2K menambahkan 
penggunaan basis data terpadu (BDT) dan data dari 160 kabupaten/kota prioritas cegah stunting, 
menerapkan pendekatan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) yang dimulai 
dengan pengumpulan data paduk (baseline), melakukan pemantauan rutin, dan evaluasi 
kemanfaatan program dan efektivitas kemitraan. Model KKB tersebut dapat digambarkan sebagai 
berikut:
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Data
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Analisis Hasil 
Verifikasi

Nota 
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BaselinePelembagaan 
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Gambar 2.2. Kerangka Kerja Sama Tiga Pihak
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Mekanisme kerja sama yang diterapkan oleh TNP2K ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

Fasilitas Kerja Bersama Untuk Penanggulangan Kemiskinan
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3.1. Pendahuluan
Pendekatan manfaat bersama atau shared value dijalankan TNP2K dalam uji coba model kerangka 
kerja bersama atau KKB. yang dikembangkan untuk penanggulangan kemiskinan. Pendekatan 
tersebut juga diterapkan di berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dan 
di dunia.

Dengan bergabung dalam suatu kemitraan multipihak, dunia usaha dapat memperoleh manfaat, 
seperti:

•	 Peluang mengembangkan produk, pasar, dan kegiatan usaha yang berkelanjutan.
•	 Penyaluran bantuan untuk masyarakat secara transparan melalui skema pengelolaan program 

dan dana bersama yang didasari atas kepercayaan.
•	 Akurasi dan ketepatan sasaran untuk akuntabilitas perusahaan.
•	 Akses terhadap informasi pelaksanaan dan keberhasilan program.
•	 Kepastian keberlanjutan program untuk memberikan dampak jangka panjang.

Pola yang dianut TNP2K adalah menyelaraskan nilai kebersamaan dan nilai ekonomi antara 
kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hubungan yang terbangun diharapkan 
bersifat kolaboratif, dengan asas saling membantu, saling berkontribusi, saling mendapat manfaat 
satu sama lain, dan sudah memahami risikonya. Meskipun demikian, kadang diperlukan adanya 
hubungan yang tersifat transaksional antara satu mitra dan mitra lainnya, yang biasanya terkait 
dengan alokasi dana untuk tugas-tugas tertentu yang memiliki target capaian secara spesifik dan 
terukur.

Mekanisme kerja sama yang diterapkan oleh TNP2K sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1, 
mencakup pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga pihak tersebut memadukan misi masing-
masing dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan prioritas pemerintah. Pihak swasta 
berbagi nilai-nilai ekonomi melalui penyediaan sumber daya dan dana. Sedangkan masyarakat, 
diwakili oleh lembaga nirlaba, menggalang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Model 
kerja sama “tiga pilar” ini diharapkan mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan untuk 
bekerja dalam skema program pengentasan kemiskinan.

Bab 3: 
Model Kemitraan 
Pemerintah dan Dunia 
Usaha serta Masyarakat 
dengan Pendekatan 
Penciptaan Manfaat 
Bersama 
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Gambar 3.1. Kerangka Kerja Sama Tiga Pihak
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Gambar 3.2. Skema Kemitraan TNP2K
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Ada tiga skema kerja sama multipihak yang diperkenalkan oleh TNP2K dan diujicobakan dalam 
berbagai program pengentasan kemiskinan sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 3.2.

Skema yang diusulkan mencakup tiga pilihan bagi para pihak yang berpartisipasi, baik itu publik, 
dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga filantropi, yang meliputi:

1. Skema sponsorship, dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat penerima 
manfaat.

2. Skema swadaya, dengan mendukung langsung berbagai kegiatan yang menciptakan 
kemandirian, yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana, intervensi pendidikan dan 
kesehatan, atau kampanye program.

3. Skema kerja bersama (aliansi), dengan menyalurkan dana atau dukungan kepada fund manager 
(lembaga perantara) yang akan mengelola program yang sejalan dengan target pengentasan 
kemiskinan.
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3.2.  Skema Sponsorship
3.2.1. Kampanye Pencegahan Stunting 

Pada 2012, Organisation for Economic Co-operation and Development-Programme for International 
Student Assessment atau OECD PISA, melakukan penilaian terhadap kompetensi 510.000 pelajar 
usia 15 tahun dari 65 negara, termasuk Indonesia. Penilaian yang mencakup membaca, matematika, 
dan sains itu menunjukkan tingkat kecerdasan anak Indonesia berada di urutan 64 terendah dari 65 
negara.

Pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa stunting menyebabkan:

•	 Pertumbuhan ekonomi terhambat karena mengurangi 11 persen dari Produk Domestik Bruto 
suatu negara.

•	 Produktivitas pasar kerja terhambat karena mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 
20 persen.

•	 Kesenjangan memburuk karena mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup.
•	 Kemiskinan antargenerasi.

Pengumpulan data stunting atau kekerdilan dilaksanakan setiap lima tahun sekali oleh Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Ada 15 kabupaten/kota dengan prevalensi 
stunting tertinggi berdasarkan Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2013, survei representatif 
tingkat nasional yang mengumpulkan indikator yang terkait dengan stunting dan informasi 
kesehatan lainnya.

Sekitar 37 persen atau sembilan juta anak di Indonesia mengalami stunting, suatu kondisi 
kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama 
akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi di seluruh 
wilayah dan dialami lintas kelompok pendapatan di Indonesia. Stunting berdampak pada tingkat 
kecerdasan dan kerentanan anak terhadap penyakit, yang berujung pada penurunan produktivitas, 
menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan.

Kasus stunting terbanyak terjadi di Jawa dengan 4,35 juta anak (usia kurang dari 5 tahun), disusul 
Sumatera sebanyak 2,3 juta anak.
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Pemerintah Indonesia telah memetakan 160 kabupaten/kota yang menjadi prioritas pencegahan/
penanggulangan stunting.
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Gambar 3.3. Jumlah Anak Stunting di Indonesia (Usia < 5 Tahun)
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Gambar 3.4. Daftar 160 Kabupaten/Kota Prioritas Pencegahan Stunting
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Lima kabupaten/kota dengan prevalensi stunting yang tertinggi adalah Timor Tengah Selatan, Nusa 
Tenggara Timur, sebesar 70,4 persen; Intan Jaya, Papua (68,9 persen), dan Dogiyai, Papua (66,1 
persen); Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (65,8 persen); dan Sumba Tengah, NTT (63,6 persen).13

Koordinasi pencegahan stunting nasional dilakukan dalam:

•	 Rapat koordinasi tingkat menteri untuk percepatan pencegahan stunting yang dipimpin oleh 
Wakil Presiden pada 12 Juli 2017, 9 Agustus 2017, dan 16 Mei 2018.

•	 Rapat terbatas tentang stunting yang dipimpin oleh Presiden pada 5 April 2018.
•	 Pencanangan Gerakan Pencegahan Stunting Nasional oleh Kepala Staf Kepresidenan, Menteri 

Kesehatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur DKI Jakarta, dan Wakil Gubernur DKI 
Jakarta pada 16 September 2018 di Lapangan Monas, Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Staf Presiden sebagai fasilitator memetakan lokasi prioritas yang 
memerlukan bantuan. Setiap perusahaan bisa memilih lokasi yang akan dibantu dengan program 
CSR.14

Gambar 3.5. Acuan Utama Program Pencegahan Stunting

Kampanye untuk mencegah stunting dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian 
Kesehatan di media massa dan media sosial. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada 
orang tua yang akan memiliki bayi agar memahami bahwa 1.000 hari pertama adalah periode yang 
sangat penting bagi bayi mereka, sehingga orang tua mesti benar-benar memenuhi kebutuhan 
gizi. Kampanye juga dilakukan melalui puskesmas dan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia, yang 
didukung pemerintah daerah, terutama yang wilayahnya menjadi prioritas pencegahan stunting. 
Pemerintah memahami bahwa stunting harus ditangani secara serius karena akan memengaruhi 
generasi masa depan. Penanganan tersebut tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah, tetapi 
juga pemangku kepentingan lainnya. 

13 Riskesdas, 2013.

14 http://tnp2k.go.id/articles/tnp2k-and-presidential-staff-office-invite-private-sectors-to-address-stunting

PILAR  1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4 PILAR 5

Komitmen dan visi 

Pimpinan Tertinggi 

Negara

Kampanye 

Nasional berfokus 

pada pemahaman 

perubahan 

perillaku, 

komitmen politik 

dan akuntabilitas

Konvergensi, 

koordinasi dan 

konsolidasi 

program nasional, 

daerah dan 

masyarakat

Mendorong 

kebijakan 

"Nutritional Food 

Security"

Pemantauan dan 

Evaluasi

5 Pilar Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)



31

Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

3.3.  Skema Swadaya
3.3.1. Listrik bagi Masyarakat Miskin 

3.3.1.1. Fase Pembentukan Kemitraan

Program kemitraan dengan skema swadaya diujicobakan pada penyediaan listrik tenaga surya bagi 
masyarakat miskin di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dalam program ini, pendekatan 
kemitraan bertujuan untuk:

•	 Memberikan pemahaman bahwa pengadaan dan distribusi peranti listrik tenaga surya bukan 
pemberian atau sumbangan semata, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan pemberdayaan 
rumah tangga sasaran (RTS). Dengan adanya listrik di rumah, produktivitas masyarakat dapat 
meningkat. Listrik menambah intensitas kegiatan ekonomi, seperti menenun, menganyam, 
atau mengolah hasil pertanian. Dengan demikian, penduduk memiliki kemampuan ekonomi 
untuk meningkatkan kesejahterannya dan untuk membayar iuran listrik tiap bulan. Listrik tak 
digratiskan begitu saja untuk mendorong kemandirian mereka. 

•	 Memfasilitasi kemandirian masyarakat untuk membayar iuran bulanan sebagai cadangan 
ongkos perawatan, pemeliharaan, atau penggantian peralatan listrik tenaga surya yang rusak. 
Hal ini akan mengajari mereka untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam memelihara atau 
memperbaiki sarana listrik dari waktu ke waktu. Sehingga, mereka akan tetap menikmati fasilitas 
penerangan tersebut dan pada waktu yang bersamaan dapat mendapatkan penghasilan rutin 
untuk menghidupi keluarga mereka.

Penentuan Kebutuhan dan Solusi

Prakarsa kemitraan penyediaan listrik tenaga surya berangkat dari kondisi bahwa lebih dari tujuh 
juta rumah tangga (termasuk dua juta rumah tangga miskin dan tidak mampu) belum menikmati 
listrik.

Status Kemiskinan dan Akses Listrik 

Angka
kemiskinan

Desa belum
berlistrik

Hampir 40% rumah tangga, 

atau sekitar 60 ribu kepala 
keluarga, belum menikmati 
sambungan listrik.

29,4%
145

Pada tahun 2017, di Timor Tengah Selatan ada 145 desa yang belum dialiri listrik. Sedangkan jumlah 
keluarga yang belum tersambung listrik pada tahun itu mencapai 48.782. Adapun angka kemiskinan 
di kabupaten tersebut mencapai 29,4 persen.
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Ada lima desa yang diprioritaskan untuk mendapatkan listrik, yaitu Desa Haunobenak di Kecamatan 
Kolbano dengan 199 rumah tangga sasaran, Desa Tuapakas di Kecamatan Kualin (194 rumah 
tangga), Desa Fatuulan di Kecamatan Kie (231), Desa Oeleu di Kecamatan Kolbano (281), dan Desa 
Mauleum di Kecamatan Amanuban Timur (370). Totalnya ada 1.275 rumah tangga sasaran.

Dalam menentukan sasaran, dibutuhkan data yang akurat. TNP2K kemudian berdiskusi dengan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
TNP2K juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor Tengah Selatan dan Bappeda 
untuk memastikan kebutuhan di lapangan berdasarkan data yang ada. Pemangku kepentingan 
utama dalam kemitraan ini adalah TNP2K, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Lazismu, 
Gotong Royong Fund (GRF), Yayasan Besipa’e, dan Kopernik.

TNP2K berperan dalam merancang program secara umum, seperti membangun model dan 
mekanisme kemitraan; menentukan tujuan, strategi, dan sasaran Program Listrik untuk Rumah 
Tangga Miskin; serta menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kemitraan 
tersebut. TNP2K juga mengidentifikasi wilayah atau kabupaten sasaran program sesuai dengan peta 
besar kebutuhan elektrifikasi nasional. Kabupaten Timor Tengah Selatan dipilih karena merupakan 
salah satu wilayah dengan rasio elektrifikasi terendah di Indonesia, hanya sekitar 43 persen, dan 
memiliki jumlah penduduk miskin yang besar. Tugas TNP2K yang lain adalah membangun minat 
pemangku kepentingan terhadap rancangan program.

Rencana Kegiatan 

Program listrik tenaga surya bermula dari pertemuan antara TNP2K, Lazismu, dan GRF. Pertemuan 
awal tersebut melahirkan niat untuk bersama-sama membangun kemitraan multipihak guna 
mengentaskan kemiskinan di Timor Tengah Selatan melalui penyediaan listrik tenaga surya. 
Kemitraan ini berharap pada kemampuan dan pengalaman Lazismu dalam menggalang dana publik 
dan GRF dalam menggalang dana sektor swasta untuk melaksanakan program pemberdayaan 
masyarakat.

Gambar 3.5 menampilkan skema kemitraan yang diterapkan dalam program ini. TNP2K dan 
kementerian sektor memfasilitasi para mitra, dengan para mitra utama digolongkan dalam kategori 
pengelola dana (fund management) dan pengelola proyek (project management).

Gambar 3.5. Skema Kemitraan Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat
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penyaluran produk kepada 
penerima manfaat.
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Rencana aksi yang dibuat bersama para mitra meliputi:

•	 Pemberian akses listrik bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu.
•	 Penetapan sasaran menggunakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) 

serta wilayah prioritas yang berada di luar jaringan listrik PLN (off-grid).

Rencana aksi mencakup aspek sumber daya, seperti manusia dan peralatan, serta pendanaan untuk 
melaksanakan rencana kegiatan sebagai berikut: 

•	 Penyediaan perangkat listrik tenaga energi terbarukan untuk rumah tangga.
•	 Sosialisi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat.
•	 Koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam inisiatif kerja bersama.

 
Dalam rangka mobilisasi sumber daya, TNP2K bersama dengan Lazismu dan GRF mengajak lembaga 
lokal, Yayasan Besipa’e, yang berperan dalam mengelola proyek. Yayasan Besipa’e kemudian bekerja 
sama dengan organisasi nirlaba, Kopernik, yang menyediakan perangkat listrik tenaga surya. 

Mitra Program 

Mitra yang terlibat dalam program kemitraan penyediaan tenaga surya dipetakan berdasarkan sektor, 
yakni pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat.

Gambar 3.6. Mitra Program Listrik Tenaga Surya di Timor Tengah Selatan
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Pihak pemerintah terdiri dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah 
yang didukung DPRD, dan TNP2K selaku koordinator yang didukung oleh donor, yakni Departemen 
Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) melalui Program MAHKOTA. Dari luar pemerintah, 
ada Lazismu dan GRF yang berperan sebagai penggalang dana kegiatan sosial. 
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Gambar 3.7. Garis Besar Peran Pemerintah dalam Kemitraan

•	 Merancang kerangka kemitraan dan mekanisme 
penyaluran bantuan.

•	 Memfasilitasi kerja sama pemerintah pusat dan 
daerah, perusahaan, penderma dan masyarakat.

•	 Menyiapkan data Rumah Tangga Sasaran dan 
mekanisme serta perangkat verifikasi.

•	 Meyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi dan 
memberikan pelatihan serta pendampingan bagi 
para mitra.

•	 Koordinasi penetapan sasaran dengan data wilayah off-grid.
•	 Memastikan integrasi kedalam program elektrifikasi nasional.

•	 Memfasilitas indentifikasi wilayah off-grid 
(berkoordinasi dengan PLN setempat).

•	 Mengidentifikasi dan mencari lokasi rumah tangga 
sasaran (RTS) dengan menggunakan data terpadu.

•	 Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi.
•	 Memastikan keberlanjutan program di wilayahnya.

Kementerian ESDM

Pemerintah Kabupaten/Kota

Lazismu dan GRF adalah lembaga nirlaba yang berdasarkan status badan hukum dan sejarahnya, 
sebenarnya bisa mewakili sektor masyarakat sipil. Namun karena bekerja di bidang pengumpulan 
dana, maka keduanya dikelompokkan ke dalam pengelola dana (fund manager).

Beberapa pihak swasta yang berhasil digandeng adalah:

•	 Artha Graha, yang menawarkan kerja sama dalam penyediaan listrik tenaga surya berikut 
paket pendanaannya melalui kredit usaha rakyat (KUR).

•	 Bank NTT, yang menampung dana pembayaran dari rumah tangga sasaran untuk peralatan 
listrik tenaga surya.

GRF, yang bertugas menggalang sokongan swasta, menyatakan bahwa sejauh ini program belum 
berhasil menarik dukungan secara optimal. Penyebabnya, di antaranya, perusahaan tidak merasa 
bahwa program listrik tenaga surya berkaitan langsung dengan bisnis utamanya, lokasi program di 
luar jangkauan operasional/bisnis perusahaan, dan perusahaan tidak memiliki alokasi donasi atau 
program kemasyarakatan. Untuk program listrik tenaga surya di Timor Tengah Selatan, GRF berhasil 
mengajak Artha Graha untuk bergabung dalam prakarsa tersebut.

Artha Graha menghibahkan peralatan listrik tenaga surya untuk mengangkat perekonomian 
masyarakat melalui aktivitas usaha kecil dan mikro. Diharapkan dengan adanya listrik, usaha 
masyarakat berkembang lebih besar. Untuk mendanai usaha tersebut, Bank Artha Graha 
menyediakan fasilitas KUR.

Yayasan Besipa’e memberikan penyadaran kepada masyarakat dengan menyiarkan informasi 
lewat pesan singkat dan media sosial. Adapun tugas dan tanggung jawab utama yayasan ini 
dalam kemitraan adalah memastikan ketersediaan perangkat listrik tenaga surya untuk dibagikan 
kepada rumah tangga sasaran; memfasilitasi, memastikan, dan mengawasi pemasangan perangkat 
tersebut di rumah penerima manfaat; serta memberikan edukasi dan sosialisasi layanan purnajual 
perangkat listrik tenaga suraya ke penerima manfaat.
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Yayasan Besipa’e bekerja sama dengan Kopernik, yang memiliki kompetensi dan pengalaman 
bekerja dalam bidang energi terbarukan. Dalam hal ini, Besipa’e membuat perjanjian kerja sama 
mengenai peran dan tanggung jawab Kopernik, dan mengawasi pelaksanaannya. Besipa’e juga 
bertugas untuk mengawal dan memfasilitasi keberlanjutan program di tingkat masyarakat dan 
komunitas penerima manfaat.

Gambar 3.8. Garis Besar Peran Lembaga Mitra Nonpemerintah

•	 Menggalang dan mengelola dana serta dukungan 
dunia usaha maupun para donatur

•	 Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di lokasi sasaran 

•	 Memastikan ketersediaan perangkat serta distribusi 
dan pemasangan bantuan panel tenaga surya

•	 Memberikan pelatihan serta pendampingan dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat

Fund 
Management

Project 
Management

3.3.1.2. Fase Pengelolaan

Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memfasilitasi identifikasi rumah tangga sasaran sesuai 
dengan data acuan. Pemerintah derah juga mengidentifikasi wilayah off-grid atau di luar jaringan 
listrik PLN sebagai sasaran program. Anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Timor Tengah Selatan 2017 untuk kegiatan “koordinasi dalam penanggulangan 
kemiskinan daerah” sebesar Rp356,37 juta. Dari alokasi tersebut, dana pendampingan Program 
Listrik untuk Masyarakat Miskin mencapai Rp50 juta untuk periode Januari-Mei 2017. 

Sumber dana untuk pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya program ini 
berasal dari dana masyarakat untuk kaum miskin yang dikumpulkan oleh Lazismu dan donasi 
individu yang digalang GRF, yang menghimpun dana dari dunia usaha. Pemasangan perangkat 
tersebut dilaksanakan di 767 rumah tangga sasaran yang tersebar di enam  desa, yaitu Desa Naileu 
sebanyak 85 kepala keluarga atau KK, Desa Oemaman (168 KK), Desa Kusi Utara (30 KK), Desa Tli’u 
(97 KK), Desa Boti (217 KK), dan Desa Oeekam (170 KK).

Para mitra program membentuk Tim Pengelola Desa (TPD) untuk memantau program dan melayani 
perbaikan atau penggantian perangkat listrik tenaga surya yang rusak. Masyarakat yang mengalami 
masalah dapat menghubungi TPD yang akan mengirim pesan singkat (SMS) ke Yayasan Besipa’e 
untuk memberitahukan kerusakannya. Besipa’e dan Kopernik membutuhkan waktu sekitar dua 
hari untuk memberikan layanan perbaikan atau penggantian lampu jika rusak, setelah pelaporan. 

Selain sebagai pos layanan teknis, TPD juga bertugas mengumpulkan iuran dari rumah tangga 
sasaran sebagai tabungan untuk perawatan dan pemeliharaan perangkat listrik tenaga surya, atau 
untuk membeli perangkat tersebut bagi rumah tangga lain di desa itu yang belum tersambung listrik 
yang diputuskan melalui mekanisme musyawarah desa. TPD juga melaporkan adanya kerusakan 
perangkat dan dapat menangani atau memperbaiki kerusakan yang dilaporkan oleh rumah tangga 
penerima bantuan. Selain itu, TPD mengelola proyek yang diharapkan dapat berkembang menjadi 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
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Pengawasan Kegiatan

Pengawasan kegiatan dilakukan secara berkala tiga bulan sekali. Pengawasan dilakukan oleh 
staf Bappeda Timor Tengah Selatan bersama staf Yayasan Besipa’e, dengan alat pantau yang 
dikembangkan oleh TNP2K. Monitoring ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui 
kemajuan program dan masalah yang dialami selama program berjalan.

Hasil pemantauan ini menjadi catatan bagi seluruh mitra untuk memutuskan langkah pelaksanaan 
program selanjutnya, antara lain, pembuatan MoU antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah 
Selatan dan Yayasan Besipa’e mengenai pendampingan TPD di wilayah program, pelatihan 
tambahan bagi TPD dalam mengelola administrasi iuran penerima manfaat, dan penganggaran 
daerah untuk keberlanjutan Program Listrik bagi Masyarakat Miskin di kabupaten tersebut.

Tabel 3.1. Lokasi Program Listrik Tenaga Surya di Timor Tengah Selatan

No. Lokasi Tahun Program 
Dimulai

Status Terakhir pada 2019 

1. Desa Oemaman 2016 168 rumah tangga dan membayar iuran

2. Desa Kusi Utara 2016 30 rumah tangga dan membayar iuran

3. Desa Naileu 2016 85 rumah tangga dan membayar iuran

4. Desa Tliu 2017 97 rumah tangga dan membayar iuran

5. Desa Oeekam 2017 170 rumah tangga dan membayar iuran

6. Desa Boti 2018 217 rumah tangga dan membayar iuran

7. Kota Soe 2019 30 penerangan jalan umum 

3.3.2. Program Listrik Tenaga Surya di Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah 

Selain di Timor Tengah Selatan, program listrik tenaga surya juga dilaksanakan di Kabupaten Seram 
Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah di Maluku. Kerangka kerja bersama yang dikembangkan 
oleh TNP2K diadopsi oleh Signify Indonesia—sebelumnya	dikenal	 dengan	nama	Philips	 Lighting	
Indonesia—yang	menjadi	donatur	program	ini	di	Seram	Bagian	Barat.	Kopernik berperan sebagai 
penyedia barangnya sedangkan Yayasan Walang Perempuan mengedukasi masyarakat mengenai 
program listrik tenaga surya. 

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mendorong pelaksanaan program energi terbarukan lewat 
pengadaan listrik bagi rumah tangga miskin di bawah Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan 
dan Konservasi Energi. Di daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten 
Seram Bagian Barat berperan penting dalam pelaksanaan program.
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Gambar 3.9. Skema Kerja Sama Kemitraan Pengadaan Listrik Tenaga Surya di Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah
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Adapun peran TNP2K adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penentuan sasaran dengan menggunakan data terpadu dan data elektrifikasi 
dari PLN di masing-masing kabupaten.

2. Melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk menentukan wilayah sasaran dan 
calon penerima manfaat.

3. Memfasilitasi	proses	penentuan	wilayah	sasaran	dan	daftar	calon	penerima	manfaat	bersama	
dengan para mitra, yakni Kopernik, Yayasan Walang Perempuan, dan pemerintah kabupaten.

4. Memfasilitasi proses verifikasi calon penerima manfaat dan membangun kapasitas mitra lokal, 
yakni pemerintah kabupaten dan Walang Perempuan. 

5. Mengembangan alat/instrumen pemantauan dan mengadakan pelatihan pencacah dan 
petugas entri data.

Gambar 3.10. Perangkat Listrik Tenaga Surya untuk Rumah Tangga dan Penerangan Jalan Umum di Seram Bagian Barat

Tipe Lifelight Home
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No. Lokasi Tahun Program 
Dimulai

Status Terakhir pada 2019 

1. Desa Piliana 2018 61 rumah tangga dan 4 penerangan jalan umum 

2. Desa Yaputih 2018 42 rumah tangga dan 4 penerangan jalan umum

3. Desa Tamilouw 2018 8 rumah tangga, 5 penerangan jalan umum, dan 4 
titik fasilitas umum 

4. Desa Haya 2018 3 penerangan jalan umum 

5. Desa Tehoru 2018 3 penerangan jalan umum

6. Dusun Tomi-tomi 2018 89 rumah tangga dan 1 titik fasilitas umum 

7. Dusun Tiang Bendera 2018 131 rumah tangga dan 2 titik fasilitas umum 

8. Desa Luhu 2018 10 penerangan jalan umum

Di Maluku Tengah, terdapat 5.433 rumah tangga yang hidup tanpa listrik. Angka kemiskinan di 
kabupaten	 tersebut	 mencapai	 21,20	 persen—sedangkan	 tingkat	 provinsi	 sebesar	 18,29	 persen.	
Sementara, di Seram Bagian Barat ada 4.199 rumah tangga yang hidup tanpa memiliki listrik. Angka 
di sana sebesar 25,49 persen. 

Melihat jumlah rumah tangga miskin yang belum memiliki akses listrik cukup banyak, TNP2K 
memutuskan untuk melakukan intervensi dengan menunjuk lokasi pelaksanaan program. Hal ini 
disambut baik oleh pemerintah kabupaten dan DPRD di kedua tempat tersebut. Dari sejumlah 
pertemuan TNP2K dengan perwakilan pemerintah kabupaten dan DPRD, TNP2K mendapatkan 
dukungan yang solid, yang ditunjukkan dengan adanya dukungan anggaran dan staf yang akan 
membantu dalam setiap kegiatan, dari tahap awal hingga pemasangan perangkat listrik tersebut. 

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan program listrik tenaga surya di Maluku Tengah dan 
Seram Bagian Barat hingga bulan Mei 2019.

Tabel 3.2. Perkembangan Program Bantuan Listrik Tenaga Surya di Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat

3.3.3. Program Pencegahan Stunting  

Program Kemitraan Uji Coba Pencegahan Stunting di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan 
Selatan, dilaksanakan berdasarkan dua alasan. Pertama, menjalankan program pencegahan 
stunting di wilayah prioritas nasional, yang salah satunya adalah Tanah Bumbu. Kedua, model 
kemitraan Kerangka Kerja Bersama skema swadaya dikembangkan untuk memastikan 
sasaran dan dampak program, dengan membangun kemitraan antara pihak swasta dan 
pemerintah daerah, khususnya dalam pencegahan stunting.

3.3.3.1. Fase Pembentukan Kemitraan

PT Sinar Mas Agribusiness and Food menjalankan usaha perkebunan di Tanah Bumbu. 
Sebagai bagian dari kepeduliannya terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasinya, 
perusahaan melaksanakan berbagai program CSR di bidang pendidikan dan kesehatan15. 
Setelah mengikuti acara publikasi model kemitraan Program Bantuan Listrik untuk 
Masyarakat Miskin, PT Sinar Mas Agribusiness and Food tertarik untuk menjalankan uji coba 
Kerangka Kerja Sama skema swadaya ini. 

15 Berdasarkan wawancara dengan PT Sinar Mas Agribusiness and Food.
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FKB skema swadaya Program Cegah Stunting di Tanah Bumbu, di sekitar wilayah operasi 
PT Sinar Mas Agribusiness and Food, dikembangkan TNP2K untuk menjembatani program 
yang sama yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan sumber daya 
yang dimiliki oleh PT Sinar Mas Agribusiness and Food, sehingga ada titik temu antara 
kegiatan CSR perusahaan tersebut dan program pemerintah setempat. Model Kerangka 
Kerja Bersama di Tanah Bumbu melibatkan relawan dari kalangan pekerja di perkebunan 
yang merupakan bagian dari Tzu Chi Sinar Mas, program kerja sama Sinar Mas dan Yayasan 
Budha Tzu Chi Indonesia atau YBTCI.

Gambar 3.11. Skema Uji Coba Kemitraan Program Pencegahan Stunting

Kontribusi
Cash/in kind

Pemerintah daerah
Kab. Kapuas Hulu

Kab. Tanah Bumbu

PT Sinarmas 
Agribusiness & 

Food

Relawan 
Buddha 
Tzu Chi 

Indonesia

Fund Manager

Operation 
manager

Penerima 
Manfaat

Penentuan Kebutuhan dan Solusi

Pelaksanaan program pencegahan stunting mencakup:

1. Intervensi gizi spesifik (berkontribusi 30 persen) yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari 
pertama kehidupan (HPK). Intervensi dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. 
 
Bantuan untuk ibu hamil berupa pemberian makanan tambahan untuk mengatasi kekurangan 
energi dan protein kronis, pemberian suplemen zat besi dan asam folat, mengatasi 
kekurangan yodium, penanggulangan infeksi cacingan, pencegahan dan penanganan malaria, 
pembatasaan kafein, pemberian konseling gizi, pencegahan dan deteksi dini HIV terhadap ibu, 
dan pemberian suplemen kalsium. 

2. Intervensi gizi sensitif (berkontribusi 70 persen) ditujukan melalui berbagai kegiatan 
pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum di luar anak 
dalam 1.000 HPK

 Bantuan untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan meliputi promosi dan edukasi menyusu 
dini dengan pemberian ASI jolong/kolostrum, promosi dan edukasi pemberian ASI eksklusif, 
pemberian informasi mengenai gizi selama menyusui, dan pencegahan dan deteksi HIV 
terhadap ibu dan anak.
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 Bantuan untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan berupa promosi dan edukasi pemberian 
ASI yang dilanjutkan dengan MP-ASI, penanggulangan infeksi cacingan bagi ibu dan anak, 
pemberian suplemen zat besi kepada anak, imunisasi lengkap, pencegahan dan pengobatan 
diare, implementasi rumah sakit ramah anak, dan pemberian suplemen vitamin A.

 Program pencegahan stunting oleh pemerintah juga mencakup penyediaan akses pada air 
bersih, sanitasi dan kebersihan pribadi, pemberian bahan pangan seperti vitamin dan yodium, 
penyediaan akses kesehatan, dan program Keluarga Berencana. Berbagai program edukasi 
juga disiapkan, seperti pengasuhan, pendidikan anak usia dini, pendidikan gizi masyarakat, 
edukasi kesehatan (seksual, reproduksi, dan gizi) untuk remaja. Selanjutnya, pemerintah 
memberikan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional, meningkatkan ketahanan dan diversifikasi 
pangan, menyediakan pelayanan kesehatan ibu hamil, melakukan pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak, serta memberikan layanan kesehatan jarak jauh atau “telemedicine”.

Sebagai fasilitator kemitraan, TNP2K memberikan dukungan berupa layanan data dan analisis 
ketepatan sasaran, yang bertujuan:

•	 Mempertajam sasaran melalui penyediaan data terpadu penerima manfaat.
•	 Memperbaiki mekanisme implementasi dengan fasilitasi kementerian/lembaga terkait dan 

pemerintah daerah, termasuk melalui pemantauan dan evaluasi, pendidikan, dan pelatihan.
•	 Memfasilitasi terbentuknya kerangka kerja bersama.

Angka kemiskinan Tanah Bumbu pada 2017 sebesar 4,99 persen. Angka ini lebih besar daripada 
angka kemiskinan provinsi pada periode yang sama sebesar 4,73 persen.16 Merujuk pada cakupan 
dua intervensi di atas, TNP2K memfasilitasi kegiatan analisis situasi awal dengan mengirimkan 
Matriks Intervensi Cegah Stunting. Matriks ini dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah 
Bumbu untuk diisi oleh organisasi perangkat daerah terkait guna mengetahui perkembangan 
terbaru pelaksanaan program pencegahan stunting. Hal ini diperlukan agar Program Pencegahan 
Stunting yang dilaksanakan dengan menggunakan model Kerangka Kerja Sama tidak tumpang-
tindih dengan program pemerintah daerah. 

Kegiatan survei awal dan sosialisasi di Tanah Bumbu.

16 Data Terpadu Kemiskinan (TNP2K, 2017).
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Dari hasil studi penentuan kebutuhan, disepakati bahwa cakupan program pencegahan stunting, 
termasuk:

•	 Sarana dan prasarana posyandu.
•	 Penyediaan akses pada sarana sanitasi dan kebersihan pribadi (jamban).
•	 Promosi dan pencegahan penyakit tidak menular melalui program pendidikan gizi masyarakat 

dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
•	 Pemberian bibit sayuran dan pendampingan untuk ketahanan pangan.
•	 Kesehatan ibu, balita, dan remaja puteri. 
•	 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional.

 
Para Mitra Program

Peran para mitra dalam program pencegahan dan penanggulangan stunting di Tanah Bumbu 
ditunjukkan dalam gambar berikut.

Gambar 3.12. Peran Para Mitra Utama

3.3.3.2. Fase Pengelolaan

Kemitraan di Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat penulisan buku ini, sedang dalam tahap 
persiapan perjanjian kemitraan. Namun demikian, pihak swasta telah memulai kegiatannya. PT 
Sinar Mas memberikan penyuluhan perbaikan gizi di Desa Batu Ampar pada 2 Februari 2019.

Selain membuat penyuluhan, Sinar Mas memberikan sejumlah alat kesehatan, seperti tempat tidur 
untuk melahirkan, penimbang badan, pengukur tekanan darah, dan pengukur tinggi anak. Di luar 
itu, perusahaan memberikan pengetahuan teknik berkebun serta membagikan benih sayuran untuk 
bahan makanan sehat kepada masyarakat Batu Ampar.

•	 Memfasilitasi dan mengoordinasikan 
kerja sama antara pemerintah, dunia 
usaha, dan masyarakat.

•	 Memfasilitasi proses analisis 
kebutuhan, rencana aksi, dan 
kebutuhan pendanaan.

•	 Menyiapkan data dan 
memfasilitasinya.

•	 Menyiapkan instrumen pemantauan 
dan evaluasi, dan memberikan 
pelatihan peningkatan kapasitas bagi 
pemerintah kabupaten.

•	 Menggalang serta mengelola dana dan 
dukungan dunia usaha dan donatur.

•	 Mengelola dan memfasilitasi 
pelaksanaan kegiatan di lokasi 
sasaran termasuk pelatihan dan 
pemberdayaan masyarakat.

•	 Memastikan implementasi program 
berjalan dengan baik.

•	 Menyediakan data program dan 
koordinasi lintas OPD/SKPD.

•	 Melakukan proses identifikasi dan 
verifikasi calon penerima manfaat.

•	 Memastikan sinkronisasi program dan 
kebijakan di lokasi sasaran.

•	 Melakukan pengawasan, pemantauan,  
dan evaluasi.

•	 Memastikan keberlanjutan program 
di wilayahnya (regulasi, program, 
anggaran).
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Fasilitator Fund Manager/Operation Manager Pemerintah Kabupaten

P
e

ra
n



42

Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 3.3. Program Intervensi dan Bantuan Pencegahan Stunting di Tanah Bumbu

No. Lokasi Jenis Intervensi/Bantuan Unit/Nilai Rupiah 

1. Tanah Bumbu Penyediaan akses sanitasi dan kebersihan 
pribadi (jamban).

8/Rp31,8 juta

2. Tanah Bumbu Pemberian bibit sayur dan pendampingan 
untuk ketahanan pangan.

1.400/Rp21 juta

3. Tanah Bumbu Pemberian alat kesehatan di posyandu. 8/Rp7,03 juta

5. Tanah Bumbu Promosi dan pencegahan penyakit tidak 
menular melalui program pendidikan gizi 
masyarakat dan pola hidup bersih dan 
sehat.

Akan dijalankan kembali 
pada 2020

6. Tanah Bumbu Penyediaan akses air bersih. Masih berproses hingga 
2020

Program Pencegahan Stunting juga dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Angka 
kemiskinan di kabupaten ini pada 2017 mencapai sebesar 9,45 persen, atau sebanyak 26.561 
rumah	tangga	yang	terdiri	dari	105.261	 jiwa—lebih	besar	dari	angka	kemiskinan	provinsi	sebesar	
4,74 persen. Program intervensi yang dilakukan sama dengan yang diterapkan di Kabupaten Tanah 
Bumbu, yaitu:

a. Penyediaan akses air bersih untuk rumah tangga miskin.
b. Pembangunan sanitasi untuk rumah tangga miskin (pemberian jamban).
c. Edukasi dan pencegahan penyakit tidak menular melalui program pendidikan gizi masyarakat 

dan pola hidup bersih dan sehat.
d. Pemberian bibit sayuran dan pendampingan untuk ketahanan pangan sehingga gizi penduduk 

miskin meningkat dan bisa mencegah stunting.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sangat antusias untuk menerima bantuan dan asistensi 
dari TNP2K dan para mitra, seperti Yayasan Buddha Tzu Ci, yang memberikan bantuan dan 
menyelenggarakan program edukasi bagi penduduk dan rumah tangga miskin. Dalam pelaksanaan 
program, para penduduk menyatakan ingin mendapatkan kehidupan yang lebih sehat, bersih, dan 
sejahtera. Pemerintah kabupaten menyadari bahwa penduduk yang lebih sehat akan berdampak 
pada peningkatan kesejahteraan di wilayahnya.
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No. Lokasi Jenis Intervensi/Bantuan Unit/Nilai Rupiah 

1. Kapuas Hulu Penyediaan akses sanitasi dan kebersihan 
pribadi (jamban).

5/Rp127,245 juta

2. Kapuas Hulu Pemberian bibit sayur dan pendampingan 
untuk ketahanan pangan.

1.600/Rp15,75 juta

3. Kapuas Hulu Pemberian alat kesehatan di posyandu. 7/Rp5,03 juta

4. Kapuas Hulu Penyediaan akses air bersih. Berjalan pada 2020

5. Kapuas Hulu Promosi dan pencegahan penyakit tidak 
menular melalui program pendidikan gizi 
masyarakat dan pola hidup bersih dan sehat.

84/Rp8,4

6. Kapuas Hulu Penyuluhan pembuatan kompos. 168/Rp1,848 juta

Gambar 3.13. Peran Para Mitra dalam Program Pencegahan Stunting di Kapuas Hulu

•	 Memfasilitasi dan mengoordinasikan 
kerja sama antara pemerintah, dunia 
usaha, dan masyarakat.

•	 Memfasilitasi proses analisis 
kebutuhan, rencana aksi, dan 
kebutuhan pendanaan.

•	 Menyiapkan data dan 
memfasilitasinya.

•	 Menyiapkan instrumen pemantauan 
dan evaluasi, dan memberikan 
pelatihan peningkatan kapasitas bagi 
pemerintah kabupaten.

•	 Menggalang serta mengelola dana dan 
dukungan dunia usaha dan donatur.

•	 Mengelola dan memfasilitasi 
pelaksanaan kegiatan di lokasi 
sasaran termasuk pelatihan dan 
pemberdayaan masyarakat.

•	 Memastikan implementasi program 
berjalan dengan baik.

•	 Menyediakan data program dan 
koordinasi lintas OPD/SKPD.

•	 Melakukan proses identifikasi dan 
verifikasi calon penerima manfaat.

•	 Memastikan sinkronisasi program dan 
kebijakan di lokasi sasaran.

•	 Melakukan pengawasan, pemantauan,  
dan evaluasi.

•	 Memastikan keberlanjutan program 
di wilayahnya (regulasi, program, 
anggaran).
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Tabel 3.4. Program Intervensi dan Bantuan Pencegahan Stunting di Kapuas Hulu

Fasilitator Fund Manager/Operation Manager Pemerintah Kabupaten
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3.4. Skema Kerangka Kerja Bersama
3.4.1. Indonesia Mampu Cegah Risiko Tinggi 

Indonesia masuk dalam kategori rawan penyakit diabetes dan darah tinggi. Menurut data Riskesdas 
2012 dan Ernst & Young, ada 138 ribu kasus penyakit jantung dan 10 kasus kasus diabetes di 
Indonesia. Perbaikan tingkat ekonomi ternyata bisa memacu penyakit diabetes karena perbaikan 
pendapatan tersebut meningkatkan konsumsi makanan tidak sehat. Di kalangan tidak mampu, 
diabetes diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dalam memilih makanan dan minuman yang 
bisa meningkakan risiko diabetes. 

3.4.2. Aliansi Percepatan Pencegahan Stunting Cianjur

Dalam uji coba model ketiga kerja sama ini, TNP2K bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden 
melaksanakan Program Pencegahan Stunting yang menjadi prioritas nasional.

Gambar 3.14. Skema Kemitraan Program Pencegahan Stunting

Kontribusi
Cash/in kind

Kementerian/
Lembaga Pemerintah 

Daerah 

Dunia Usaha
Filantropi

Dana Bersama
Impact Investor 

Fund Manager Operation 
manager

Penerima 
Manfaat

Para Mitra

Model aliansi ini melibatkan para mitra berikut:

•	 Indonesia Heritage Foundation (IHF) mempunyai visi “Membangun Bangsa Berkarakter”. IHF 
telah mengembangkan modul pembelajaran holistik berbasis karakter untuk pendidikan anak 
usia dini (PAUD), yang diwujudkan melalui program pelatihan untuk guru, tokoh masyarakat, 
dan orang tua. Dalam Aliansi Cegah Stunting, IHF mengelola dan melaksanakan kegiatan di 
bidang pengembangan karakter melalui pelatihan kader PAUD, posyandu, tokoh masyarakat, 
dan tenaga kesehatan.

•	 Kopernik memiliki pengalaman dalam menggalang dukungan dan mengelola program 
pembangunan manusia, serta memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakat miskin 
dengan teknologi baru. Dalam Aliansi Cegah Stunting, Kopernik mengelola dan melaksanakan 
kegiatan di bidang penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan perempuan.
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•	 Lazismu-Nasyiatul Aisyiyah. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang membaktikan 
diri dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, 
infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, maupun 
perusahaan. Lazismu bertujuan menjadi institusi pengelola zakat dengan manajemen 
modern, yang menjadikan zakat sebagai bagian dari solusi masalah sosial. Bekerja sama 
dengan Nasyiatul Aisyiyah yang memiliki pengalaman menyelenggarakan pelatihan parenting 
di tingkat keluarga dan mengembangkan program “Pashmina”, yaitu wadah berkumpulnya 
remaja dalam mengembangkan diri dan bertukar pikiran mengenai kesehatan umum dan 
kesehatan reproduksi, selain sebagai tempat konsultasi psikologi dan pos edukasi. Dalam 
Aliansi Cegah Stunting, Lazismu-Nasyiatul Aisyiyah mengelola dan melaksanakan kegiatan di 
bidang pendidikan, kesehatan, dan kampanye. 

•	 Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) adalah yayasan yang didirikan untuk membantu 
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak-anak dengan misi menginspirasi 
perubahan. 

•	 Tanoto Foundation adalah organisasi filantropi yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah 
Bingei Tanoto, yang menaruh kepedulian terhadap masalah stunting. Salah satu kegiatan 
Tanoto Foundation adalah Pelatihan Duta Cegah Stunting di Cianjur, Jawa Barat, pada 8-9 
November 2018 yang diikuti oleh 500 kader posyandu.

Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan didasarkan pada dua aspek, yaitu:

1. Kompetensi dan kapasitas mitra organisasi masyarakat sipil dalam program pencegahan 
stunting.

2. Hasil analisis Matriks Intervensi Cegah Stunting.

Pemilihan wilayah program dilakukan dengan memetakan wilayah program setiap organisasi 
masyarakat	sipil	yang	terlibat	berdasarkan	daftar	160	kabupaten/kota	prioritas	nasional	program	
pencegahan stunting. Pemetaan ini sekaligus untuk mencari titik temu pelaksanaan model kerja 
bersama multipihak dalam program tersebut. Dari pemetaann tersebut, diperoleh dua kabupaten, 
yaitu Kabupaten Cianjur di Jawa Barat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Nusa Tenggara 
Timur, sebagai lokasi pelaksanaan program.

Berdasarkan aspek pertama, para mitra sepakat untuk membangun Teori perubahan atau ToC 
(theory of change) yang dijelaskan di halaman selanjutnya 
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 1.1.1. Developing (incl. design and printing) and distributing promotional and educational materials (posters, flyers,  
 roll banner) for beneficiaries and field organizers

1. CSR funding 

INPUTS ACTIVITIES

2. Government (central  
 and local) funding,  
 resources and regulations

Resources from private 
sectors

1.1.2. Developing and disseminating documentation book of lesson learnt and practices (photostory book)

1.1.3. Developing and disseminating documentation book of lesson learnt and practices (guidelines)

1.1.4. High profile events Vice President reception

1.2.1. High level meetings with district local governments, private sector, and corporates

2.1.2. Confirmation & Socialization electricity access for the Poor community in Maluku Province

2.1.1. Supporting & Supervising verification of target beneficiaries in addressing electricity for the poor in central  
 Maluku & West Seram

2.1.3. Distribution & Installation of SHS and SRL in target locations

2.1.4. Facilitation scalling up process of addressing electricity for the poor in Timor Tengah Selatan

2.2.1. Developing promotional materials for Partnership Mechanism for Stunting

2.2.2. Implementation of PPP Partnership Framework for Stunting with Buddha Tzu Chi and PT SMART in South   
 Kalimantan

2.2.3. Implementation of PPP Partnership Framework for Stunting with Buddha Tzu Chi and PT SMART in West   
 Kalimantan

2.2.4. Implementation of PPP Partnership Framework for Stunting with Hadji Kalla Foundation in South Sulawesi

2.2.5. Facilitating, supporting, and organizing PPP mechanism (Fasilitas Kerja Bersama) for Stunting Prevention with  
	 Presidential	Staff	Office.

3.1.1. Scoping and survey in Timor Tengah Selatan

3.2.1. Socialisation and education/capacity building activities with benefiting communities in Timor Tengah Selatan

3.3.1. Verification of potential HH beneficiaries based on UDB

3.3.2.  Training for LGs and local training verification and monitoring mechanism and process 

3.4.1. Program implementation (SHSs are installed in targetted beneficiaries' house

4.1.1. Socialisation and education/capacity building activities with benefiting communities in Timor Tengah Selatan

4.2.1. Village management team training to manage program at the village in TTS

4.2.2. Village management team training to manage program at the village in outside TTS

5.1.1. Printing & Dissemination Documentation of lessons learnt and good practices of PPP Mechanism  
 (photostory book)

5.1.2. Printing & Dissemination Documentation of lessons learnt and good practices of PPP Mechanism (guidelines)

5.1.3. Internal Knowledge Sharing on PPP Mechanism

6.1.1. Documentation writing of partnership mechanism in TTS 

6.1.2. Documentation writing of partrnership mechanism and outside TTS

6.1.3. Spotcheck in pre pilot outside TTS

6.1.4. Monitoring in pre pilot outside TTS 

6.2.1. Evaluation
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1.1.  Promotional materials including video, brochures, press   
 releases  etc., are developed

OUTPUTS OUTCOMES

1. Private sector commit to  
 participate in the initiative  
 and commit funding/ 
 resources to support  
 the implementation of the  
 initiative

2. PPP Mechanism is ready  
 to be applied for various  
 issue of poverty reduction.

3. Household beneficaries  
 use solar panels properly  
 to maximise benefits on  
 E4P Program

4. Households benefit  
 from having solar 
 panels, including  
 financial, health,  
 environmental and  
 economic/productive  
 benefits

5. Key stakeholders are fully  
 aware, and understand  
 about PPP Mechanism for  
 poverty reduction.

6. Positive impacts to  
 beneficaries are clearly  
 demonstrated and reported

1.2. Letters of commitment from all stakeholders are signed

2.1.  Addressing electricity for the poor are scaled up in Timor   
 Tengah Selatan Central Maluku, and West Seram

2.2. PPP Mechanism is successfully tested for Stunting   
 Prevention 

3.1. Target location and beneficaries are identified

3.2. Beneficaries are aware on how to use and make the most of  
 solar panels

3.3. Result of HHs verification and program implementation   
 are reported by partners, and confirmation of selected HH  
 beneficiaries

3.4. Households accessed to program implementation services

4.1. Beneficaries are aware on how to use and make the most of  
 solar panels

4.2. Village management team have the knowledge and   
 capacities in managing program at the village level

5.1. PPP Mechanism and its guideline are documented and   
 disseminated internally and externally

6.1. Documentation/articles are written based on field visit   
 report

6.2. Endline /evaluation report

A partnership 
model that can 
be replicated 
for activities 
and programs 
that contribute 
to poverty 
reduction 
outcomes
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Setelah ToC disepakati, aspek kedua dilakukan untuk memastikan tidak ada tumpang-tindih 
program di lapangan, sekaligus untuk menentukan lokasi pelaksanaan program. Sama halnya 
dengan model Kerangka Kerja Bersama di Tanah Bumbu, TNP2K memfasilitasi kegiatan analisis 
situasi awal dengan mengirimkan dan membahas Matriks Intervensi Cegah Stunting dengan 
Bappeda dan organisasi perangkat daerah terkait di Cianjur. Lokasi pelaksanaan program kemudian 
ditentukan berdasarkan hasil diskusi Bappeda dengan organisasi perangkat daerah.

Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi yang dilengkapi angka 
baseline atau paduk dari setiap keluaran dan dampak sebagai acuan awal pelaksanaan program. 
Angka baseline dihasilkan dari survei Pemerintah Kabupaten Cianjur dan TNP2K.

Pelaksanaan Program

Pada saat penulisan buku ini, organisasi anggota aliansi sedang dalam proses pengajuan proposal 
pelaksanaan program di Cianjur. Perjanjian atau MoA (memorandum of agreement) antara TNP2K 
dan lembaga mitra telah ditandatangani. Selain itu, MoA antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dan 
TNP2K sedang dalam tahap revisi. Hal ini disebabkan perbedaan rentang waktu pada saat TNP2K 
dan KSP menggelar pertemuan awal dengan setiap mitra.

Lembaga mitra akan memperoleh imbalan jasa pengelolaan serta penggantian atas segala biaya 
yang timbul dalam pelaksanaan program senilai tidak lebih dari 30 persen dari total nilai bantuan 
atau program pemberdayaan yang terkumpul dari dunia usaha, swasta, dan masyarakat.

Secara umum, peran setiap mitra dalam pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Kabupaten 
Cianjur dijelaskan di halaman selanjutnya.
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•	 Memfasilitasi dan mengoordinasikan kerja 
sama antara pemerintah, dunia usaha, dan 
masyarakat.

•	 Memfasilitasi proses analisis kebutuhan, rencana 
aksi, dan kebutuhan pendanaan.

•	 Menyiapkan dan menganalisa data serta 
memberikan rekomendasi desain dan rencana 
aksi.

•	 Menyiapkan perangkat pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program, dan memfasilitasi 
pemanfaatannya serta penguatan kaspasitas bagi 
pelaksana program.

•	 Menggalang serta mengelola dana dan dukungan 
dunia usaha serta donatur.

•	 Mengelola dan memfasilitasi pelaksanaan 
kegiatan di lokasi sasaran, termasuk pelatihan 
dan pemberdayaan masyarakat.

•	 Memastikan implementasi program berjalan 
dengan benar sesuai rancangan program.

•	 Mendesain kebijakan dan regulasi yang 
diperlukan terkait pelaksanaan program.

•	 Menyediakan dukungan teknis yang diperlukan 
untuk pelaksanaan program.

•	 Menjadikan program sebagai bagian dari 
program intervensi nasional.

•	 Memberikan dukungan pendanaan, sumber daya, 
dan inovasi. 

•	 Memberi masukan pada rencana dan desain 
program intervensi.

•	 Berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi 
serta memberikan umpan balik terhadap hasil 
evaluasi sesuai dengan kompentensi dan 
pengetahuan yang dimiliki.
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Gambar 3.15. Peran Mitra dalam Progam Pencegahan Stunting di Cianjur
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Tabel berikut menyajikan data rumah tangga dan individu yang sudah dilakukan baseline di Cianjur 
untuk program pencegahan stunting.

Tabel 3.5. Rumah Tangga dan Individu dalam Survei Baseline Pencegahan Stunting di Cianjur

Desa KK Ibu 
Hamil Proporsi KK Ibu 

Menyusui Proporsi KK 
Balita Proporsi

KK 
Remaja 

Putri
Proporsi 

Kertaharja 66 20 75 8 331 8 152 8

Sukabungah 64 20 164 8 460 8 268 8

Pusakajaya 55 20 150 8 408 8 491 8

Kertamukti 17 20 63 8 152 8 128 8

Puncakwangi 42 20 224 8 280 8 503 8

Cibuluh 22 20 204 8 226 8 402 8

Ciwalen 108 20 320 8 1.055 8 138 8

Rawabelut 52 20 167 8 424 8 230 8

Kamurang 36 20 56 8 246 8 102 8

Cikancana 88 20 349 8 775 8 491 8

Total 550 200 1.772 80 4.357 80 2.905 80

Kondisi terakhir, data dan informasi yang terkumpul dari program pencegahan stunting di Cianjur  
masih dianalis untuk digunakan dalam program intervensi stunting lebih lanjut. Sebagai donatur, 
Tanoto Foundation juga menajamkan kriteria dan lokasi pelaksanaan program. Masalah stunting 
mendapatkan perhatian serius dari dari Tanoto Foundation.
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Pemerintah melalui TNP2K memiliki semangat yang tinggi untuk mengentaskan kemiskinan dengan 
membuka kerja sama dengan sektor swasta, lembaga donor, dan publik pada umumnya. Pemerintah 
menyadari tidak akan dapat memecahkan masalah kemiskinan tersebut sendirian. TNP2K sendiri 
memahami bahwa upaya mengurangi kemiskinan saat ini memiliki tingkat kompleksitas yang 
lebih tinggi daripada 15-20 tahun. Hal ini memberikan ruang kepada sektor swasta dan publik 
yang memiliki pengalaman dalam pengentasan kemiskinan untuk menerapkan pengalamannya 
di Indonesia. TNP2K membuka diri dalam berbagai kesempatan, baik dalam pertemuan di tingkat 
nasional maupun internasional, untuk mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan. 

Seiring dengan munculnya tantangan ketersediaan anggaran dalam APBN dan kian mengecilnya 
anggaran swasta untuk program CSR dan bekurangnya dana lembaga donor, sudah selayaknya 
pemerintah melalui TNP2K aktif dalam menjalin kerja sama dengan sektor swasta, lembaga donor, 
dan organisasi publik lainnya. Sehingga, dapat memberikan manfaat yang menguntungkan satu 
sama lain, berdampak maksimal, dan berkesinambungan.

 

4.1. Pembelajaran dan Praktik Terbaik Kemitraan

Memilih Topik Khusus untuk Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan di Indonesia menghadapi masalah yang kompleks. Lewat buku ini, TNP2K 
mengusulkan agar program pengentasan kemiskinan memiliki topik khusus sehingga upaya untuk 
mengatasi persoalan menjadi lebih terfokus. Misalnya, pencegahan stunting; pengembangan listrik 
lewat energi terbarukan untuk rumah tangga miskin; peningkatan kapasitas untuk penduduk miskin 
di bidang usaha kecil dan menengah; pemajuan pertanian, perkebunan, dan perikanan; hingga 
pemberian kredit mikro kepada pedagang dan pengusaha kecil. Pemilihan topik ini dapat dilakukan 
setelah TNP2K atau Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan (TKPK) di daerah atau badan terkait 
melakukan riset dan berkordinasi dengan Bappeda. Pemilihan topik di suatu daerah diharapkan 
konsisten dalam beberapa tahun ke depan.

Bab 4: 
Kemitraan Publik dan 
Swasta di Indonesia ke 
Depan, Pembelajaran, dan 
Praktik Terbaik  
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Gambar 4.1. Topik Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Pemilihan topik intervensi program pengentasan kemiskinan di suatu lokasi untuk beberapa waktu 
ke depan memerlukan proses dan waktu. Dalam hal ini, diharapkan ada riset pustaka, koordinasi, 
dan komunikasi antara TNP2K, Bappeda provinsi atau kabupaten, TKPK, dan lembaga lain, seperti 
lembaga penelitian, donor, atau universitas yang sudah pernah menjadi mitra program pengentasan 
kemiskinan. Diharapkan juga pemilihan topik program intervensi pengentasan kemiskinan tidak 
akan berubah dalam 3-5 tahun ke depan setelah program berjalan. Program penyediaan listrik 
untuk rakyat miskin diharapkan tidak berubah menjadi program pendidkan kesehatan bagi ibu 
hamil kategori miskin. Hal ini akan menyebabkan perubahan program kerja, anggaran, sumber 
daya,	 sasaran,	dan	 lokasi	pelaksanaan	program.	Tim	yang	 terlibat—dari	TNP2K,	Bappeda,	TKPK,	
dan	dinas	terkait—juga	diharapkan	memegang	teguh	komitmen	dan	bekerja	sama	selama	program	
yang sudah disetujui berjalan.

Idealnya, pihak yang akan menjalankan program pengentasan kemiskinan tersebut juga sudah 
memiliki pengalaman mengerjakan program yang sama sebelumnya. Hal ini penting untuk 
mencegah terjadinya kebingungan pada awal program atau kehilangan fokus pada saat program 
sedang berjalan, yang berakibat pada turunnya kualitas pencapaian program. Mitra yang dilibatkan 
sebaiknya sudah memiliki pengalaman menjalankan program serupa. 

4.2. Pembelajaran dan Praktik Terbaik Kemitraan

Pemilihan Lokasi 

Lokasi program pengentasan kemiskinan penting untuk ditentukan sejak awal sehingga sumber 
daya yang akan digunakan untuk program tersebut bisa disiapkan. Pemilihan lokasi harus realistis 
dan tidak melebihi kemampuan sumber daya yang ada. Pemilihan lokasi bisa dilakukan melalui 
proses konsultasi dengan lembaga atau badan terkait seperti TNP2K, Bappeda TKPK, universitas, 
atau lembaga penelitian. Cara lainnya adalah langsung berkoordinasi dengan pemerintah kota atau 
kabupaten di lokasi tersebut. Perlu diketahui bahwa mungkin dibutuhkan beberapa kali kunjungan 
ke lokasi oleh tim yang akan menjalankan program tersebut. Dua-tiga kali kunjungan dianggap 
cukup, beserta konsultasi yang terarah dan komprehensif dengan Bappeda atau pemerintah daerah 
di sana. 

Dalam proses tersebut, semua data penting yang dibutuhkan diharapkan terkumpul. Data tersebut 
meliputi jumlah penduduk miskin, jumlah lelaki dan perempuan, pekerjaan penduduk, jumlah 
anak yang sekolah dan tidak sekolah, kondisi kesehatan penduduk, jarak terdekat ke kota besar, 

Pemilihan Topik 
Penanggulangan 

Kemiskinan

Penyediaan Listrik 
Lewat Energi 
Terbarukan

Pelatihan bagi Anak 
Muda Siap Masuk Dunia 

Kerja

Penyediaan Air Bersih 
bagi Penduduk Miskin

Peningkatan Kapasitas 
UKM, Nelayan, dll

Pencegahan
Stunting

Menyasar UKM 
untuk Kredit Mikro
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Kunjungan 
Lapangan, 
Konsultasi dan 
Diskusi Persiapan 
Laporan

Pemilihan Lokasi 
Berdasarkan 
Tahapan 
Sebelumnya

Koordinasi dan 
Komunikasi dengan 
Pemerintah Daerah, 
Bappeda, TKPKD, 
TNP2K

Riset Pustaka Data 
dan Lokasi

moda transportasi ke kota terdekat, hingga program pengentasan kemiskinan sebelumnya di lokasi 
tersebut. Jika masih berlangsung program pengentasan kemiskinan di sana, alangkah baiknya jika 
bisa mendapatkan informasi terkini mengenai program tersebut, dan melihat apakah ada ruang 
untuk bekerja sama atau berkoordinasi. 

Gambar 4.2. Tahapan Pemilihan Lokasi Program Pengentasan Kemiskinan

Kerja sama dengan pemerintah daerah perlu dijalin selama program ini berjalan. Pemilihan lokasi 
menjadi salah satu kunci di awal program. Sebab, jika salah memilih lokasi karena kekurangan 
informasi dan data, dapat dipastikan bakal terjadi kesulitan dalam menjalankan program. Salah 
satu badan yang bisa menjadi tempat bertanya dan mencari data adalah Badan Pusat Statistik yang 
memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Sehingga, data dan informasi yang diperlukan 
dalam program pengentasan kemiskinan valid dan akurat. 

Perlu diperhatikan bahwa lokasi yang akan dipilih harus mempertimbangkan akses jalan, pelabuhan, 
bandar udara, dan infrastruktur lainnya. Hal ini penting karena faktor akses terkait dengan bantuan 
atau alat yang akan didatangkan dalam program intervensi di lokasi tersebut. Jika lokasinya sulit 
dijangkau, harus ada kelonggaran anggaran agar bisa menggunakan moda transportasi udara 
seperti helikopter atau pesawat.

Tabel 4.1. Faktor yang Dipertimbangkan dalam Menjalankan Program Pengentasan Kemiskinan

No Faktor Keterangan

1 Anggaran Cukup untuk kurun waktu tertentu

2 Lokasi Mencakup sejumlah lokasi misalkan 5-10 pedesaaan

3 Sumber Daya Manusia/Tim/Staf 
yang akan mengerjakan program`

Sesuai kebutuhan program yang akan dijalankan

4 Pengalaman Sudah memiliki pengalaman mengerjakan program 
pengentasan kemiskinan

Sebagai contoh, sebuah program untuk menghidupkan listrik di daerah Mentawai, Sumatera Barat, 
harus menyewa helikopter untuk mengangkut peralatan listrik terbarukan yang akan menggunakan 
biomassa. Pengangkutan ini harus dilakukan karena daerah sasaran program tersebut benar-benar 
tidak dapat dijangkau oleh angkutan darat dan bila dipaksakan, paket yang akan dikirim bisa 
rusak. Dengan mengalokasikan anggaran lebih, pelaksana program memutuskan untuk menyewa 
helikopter dan mengangkut peralatan tersebut ke sejumlah lokasi yang sangat sulit dijangkau di 
sana.

Pemilihan lokasi juga harus mempertimbangkan kondisi dan potensi lokasi yang menjadi fokus 
program intervensi tersebut. Contohnya, ketika Mentawai dipilih sebagai lokasi untuk program 
intervensi listrik energi terbarukan, pelaksana program melakukan riset dan kunjungan lokasi 
terlebih dahulu. Dari situ diketahui bahwa Mentawai memiliki potensi sumber energi biomassa 



56

Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

dari limbah hutan dan ternak. Rupanya, limbah hutan dan ternak tersebut dikumpulkan oleh para 
penduduk setiap hari untuk dijual. Ini memudahkan pelaksana program untuk mendapatkan bahan 
tersebut karena pembangkit listrik energi terbarukan membutuhkan limbah setiap hari secara 
berkesinambungan. Dengan demikian, penduduk mendapatkan pendapatan dari menjual limbah 
kepada pemilik pembangkit listrik. Mereka pun mendapatkan listrik dan memiliki kemampuan 
untuk membayar iuran listrik tersebut. 

Hal ini penting karena konsep pengentasan kemiskinan salah satunya adalah memberikan 
kesempatan kepada penduduk untuk mendapatkan pendapatan rutin sehingga mereka 
mendapatkan listrik secara berkesinambungan. Listrik akan meningkatkan kualitas kehidupan 
keluarga miskin. Anak-anak mereka dapat belajar pada malam hari dan orang tua dapat melakukan 
kegiatan ekonomi yang berujung pada peningkatan pendapatan. Di Nusa Tenggara Timur dan 
Maluku, kehidupan penduduk miskin kian membaik karena adanya listrik di tempat tinggal mereka 
dan di jalan umum. 

4.3. Persiapan Anggaran untuk Program Pengentasan Kemiskinan

Anggaran untuk Periode Tertentu 

Anggaran adalah salah satu komponen terpenting dalam persiapan program pengentasan 
kemiskinan. Anggaran perlu disiapkan secara terperinci, lengkap, dan jelas, sehingga kegiatan 
yang dijalankan mendapatkan alokasi yang cukup. Anggaran disiapkan setelah pelaksana 
program mengetahui program yang akan dijalan selama periode program tersebut. Program 
bisa dilaksanakan selama 1-3 tahun atau hingga 5 tahun ke depan. Hal tersebut tergantung pada 
anggaran yang tersedia.

Gambar 4.3. Alokasi Anggaran dan Kegiatan Program Pengentasan Kemiskinan Selama Satu Tahun

Kegiatan untuk Satu 
Tahun ke Depan

Kunjungan ke Lokasi, 
Rapat, Lokakarya, 

Wawancara Penunjukan 
Tenaga Ahli/Konsultan, 

Pembayaran Gaji 
Karyawan, Pembelian 
Peralatan, Biaya Tak 

Terduga

Anggaran yang sudah 
dialokasikan selama satu 

tahun ke depan harus 
tercatat disetiap bulan 
untuk pengeluarannya 

sehingga sesuai dan tepat 
dengan kegiatan yang 
sudah direncanakan

Anggaran Kegiatan 
Selama Satu Tahun 

ke Depan

Dalam menjalankan program, perlu diketahui bahwa ada komponen biaya tidak terduga, yang 
jika memang ada ruang untuk komponen ini, bisa dimasukkan dalam anggaran. Besarannya bisa 
mencapai 10-30 persen dari biaya keseluruhan. Hal ini bisa dipahami karena mulainya program 
kerap mengalami penundaan yang disebabkan oleh terlambatnya mitra pemerintah daerah 
mengikuti program yang sudah disepakati. 

Ketika terjadi penundaan, maka akan terjadi pembengkakan biaya. Hal ini harus diantisipasi oleh 
pembuat program intervensi pengentasan kemiskinan di Indonesia.
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4.4. Persiapan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang Akan menjalankan Program

Sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang penting dalam menjalankan program intervensi 
pengentasan kemiskinan. Sumber daya manusia yang menjalanan program pembangunan terbagi 
dalam dua ketegori, yakni:

a. Sumber daya manusia yang bekerja secara tetap (pegawai penuh waktu).
b. Sumber daya manusia yang bekerja mengikuti kebutuhan proyek atau hasil. Kategori kedua ini 

termasuk konsultan, tenaga ahli, dan tenaga eksternal. Mereka biasanya dipekerjakan sesuai 
dengan keahlian dan pengalamannya dalam menjalankan proyek atau program pembangunan 
di Indonesia, atau pernah bekerja di negara lain dengan fokus pekerjaan serupa. Tenaga ahli ini 
biasanya bekerja dalam sejumlah hari, misalnya 12-16 hari dalam sebulan, sedangkan pegawai 
tetap bekerja selama 20-22 hari selama sebulan.

Manajemen proyek akan menetapkan sumber daya yang akan bekerja secara penuh waktu dan 
paruh waktu sesuai dengan kebutuhan proyek. Anggota tim yang yang bekerja paruh waktu bisa 
diperkerjakan kembali setelah jumlah hari kerja mereka berakhir. Hal ini bisa dilakukan ketika ada 
kebutuhan dalam suatu kegiatan atau aktivitas tertentu dalam program. Tenaga ahli yang bisa 
dipekerjakan adalah tenaga di bidang pengawasan dan evaluasi, menyusun laporan berkala setiap 
tiga atau enam bulan ketika proyek atau program. 

Gambar 4.4. Sumber Daya Manusia dan Pekerjaannya dalam Sebuah Proyek

SDM Penuh Waktu

SDM Paruh Waktu

•	 Manajemen program/proyek
•	 Pengelolaan keuangan, aktivitas, dan program
•	 Pembuatan laporan
•	 Membina hubungan dengan mitra K/L
•	 Membina hubungan dengan pemda
•	 Membina hubungan dengan donor

•	 Menjalankan aktivitas tertentu dalam 
program 

•	 Menjalankan kegiatan pengawasan dan 
evaluasi 

•	 Menyiapkan laporan berkala tiga atau 
enam bulan

•	 Menjalankan program pelatihan
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Dalam hal sumber daya manusia, masukan bagi program kemitraan di bidang pembangunan atau 
pengentasan kemiskinan mencakup hal-hal berikut:

a. Mencari dan mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman berkarier yang 
memadai selama 5, 10, 15, 20, bahkan 25 tahun terakhir. Pengalaman merupakan salah satu 
kriteria dalam memilih sumber daya manusia yang benar-benar memiliki keahlian dalam 
bidangnya. 

b. Keahlian dan pengalaman sumber daya manusia tersebut juga bisa dicocokkan dengan mitra 
yang akan diajak bekerja sama. Misalnya, di tingkat pemerintahan kota atau kabupaten, 
bertanyalah kepada pejabat yang terkait untuk mengetahui mitra yang sudah memiliki 
pengalaman di bidang pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini akan memudahkan 
dalam menjalankan program kemitraan. 

c. Melakukan evaluasi setiap enam bulan atau dua kali setahun untuk memastikan bahwa sumber 
daya manusia yang dipekerjakan adalah orang yang tepat, ahli, memiliki semangat kerja yang 
tinggi, dan kualitas pekerjaannya memuaskan. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari 
program kemitraan dalam pembangunan atau pengentasan kemiskinan dapat terwujud. 
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Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia 
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Telepon : (021) 3912812 
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Email : info@tnp2k.go.id
Website : www.tnp2k.go.id
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